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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa
perolehan sertipikat Hak Milik atas tanah (jual beli) telah mewujudkan
perlindungan hukum di Kota Samarinda. Semua responden telah
mendaftarkan peralihan Hak Milik atas tanahnya dan telah memperoleh
sertipikat Hak Milik. Meskipun ada dua responden dalam penelitian ini
yang mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang mengakui tanah Hak
Miliknya. Responden pertama yang mendapatkan gugatan dari pihak
ketiga adalah Bapak Winarto dengan penyelesaian yang dilakukan adalah
melalui proses mediasi / kekeluargaan dengan adanya lurah, ketua RT dan
tetangga sekitar. Responden kedua yang mendapatkan gugatan dari pihak
ketiga adalah Bapak Markus dengan penyelesaian yang dilakukan adalah
yang pada mulanya melalui proses mediasi tetapi tidak berhasil dan
selanjutnya melalui persidangan dengan memberikan keterangan, saksi
dan bukti-bukti. Putusan dalam persidangan itu adalah pelanggaran dan
penuntutan atas tidank pidana yang dilakukan oleh Bapak Markus ternyata
telah lewat tenggang waktu satu tahun sehingga Hak untuk menuntut
hukuman terhadap Bapak Markus haruslah dinyatakan gugur, namun

Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa jika terdapat pihak-pihak
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yang merasa memiliki tanah itu dapat mengajukan gugatan perkara
perdata. Dengan diperolehnya sertipikat Hak Milik sebagai hasil dari
dilaksanakannya pendaftaran peralihan hak, maka dapat memperkuat
posisi dan status kepemilikan terhadap bidang tanah, memberikan rasa

aman bagi pemegang Hak Milik atas tanah.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis
berikan yaitu:

1) Bagi masyarakat, sebelum melakukan jual beli tanah seharusnya
melihat terlebih dahulu obyek tanah yang bersangkutan, dengan
melihat sejarah dari mana status tanah tersebut dan pemilik tanah atau
bertanya kepada Kantor Pertanahan untuk mencegah terjadinya
sengketa Hak Milik atas tanah suatu hari.

2) Bagi Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sebaiknya memberikan
penyuluhan hukum tentang peralihan hak atas tanah karena jual beli
ataupun karena perbuatan hukum lainnya kepada masyarakat Kota
Samarinda agar masyarakat mengerti mengenai peralihan hak atas
karena jual beli ataupun karena perbuatan hukum lainnya dan untuk
mengurangi terjadinya sengketa hak atas tanah antar warga yang

didapatkan karena peralihan hak atas tanah.
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